BABII
GAMBARAN UMUM'PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT
A. Karakteristik Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Konsep Politik luar negeri merupakan kebijaksanaan suatu negara
untuk mengatur hubungan fuar negerinya. _Politik luar negeri merupakan
bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut dan semata-mata
dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
untuk kurun waktu yang. sedang, dihadapi, dan hal tersebut lazimnya
disebut kepentingan nasional. Tujuan politik Iuar negeri merupakan
mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Tujuan tersebut memuat
gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan
yang diinginkan.
1. Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Dalam membahas politik luar negeri Merika Serikat, pengertian
dasar yang harus diketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya
merupakan “action theory”, atau kebijaksanaan suatl negara yang
ditujuka;n ke negara lain untuk mencapai suatu kepntingan tertentu. Secara
umum, politik luar negeri Amerika Seriakat (foreign policy) merupakan
suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk
mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di

dalam percaturan dunia internasional.®

L DR. Anak Agung Banyu Perwira & DR..Yanyan Mochamad Yai, Pengantar Bmu Hubungan-
Internasional. Remaja Rosdakary, Bandung 2005 hal 35.
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Politik luar negeri Amerika Serikat, pada dasarnya merupakan
kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai
suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (foreign
policy) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap dan arah serta
sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan
kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.”

Dalam pelaksanaan tentang politik luar negeri Amerika Serikat
terdapat tiga determinan yang harus di perhatikan, Yaitu:

a) Kepentingan nasional

Politik luar negeri adalah pencerminan dari kepentingan nasional
suatu negara terhadap lingkungan luarnya. Politik luar negeri sebagai
pencerminan dari kepentingan nasional, Politik luar negeri merupakan
pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke Iuar negeri,
yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap
merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri.

Yang perlu diperhatikan dalam keterkaitan kepentingan nasional
dan politik luar negeri adalah bahwa pelaksanaan politik luar negeri
tersebut semaksimal mungkin dapat menguntungkan bagi kepentingan
nasional, baik di ukur dari kepentingan keselamatan dan keamanan
nasional, maupun diukur dari peningkatan kemakmuran dan

kesejahteraan nasional.
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b) Kemampuan nasional.

Kemampuan nasional adalah merupakan kemampuan yang
dimiliki suatu bangsa, baik secara actual maupun bersifat potensial.
Dengan kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest
maupun latent yang meliputi segala sumber daya yang melekat pada
bangsa yang bersangkutan.

Strategi politik luar negeri adalah output. Sedangkan input berasal
dari kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan intern yang dikonversi
menjadi input, melalui proses pemahaman situasi yang dikaitkan
dengan penentuan tujuan yang akan dicapai, mobilisasi untuk mencapai
tujuan tersebut dan upaya-upaya nyata dalam merealisasikan tujuan
yang sudah ditetapkan. 10

Politik luar negeri sebagai rangkaian atau sekumpulan komitmen,
mengacu kepada strategi, kepentingan dan tujuan-tujuan Khusus
(spesificgoals) serta sarana-sarana (means) untuk pencapaiannya.
Komitmen dan rencana tindakan ini dapat ditelaah dari kondisi riil dan
situasi nyata yang sedang berlangsung, sehingga dapat lebih mudah

diamati dan dianalisa.

c) Kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis
Setiap negara merumuskan kebijakan politik luar negeri, tetapi

tidak akan mungkin mengatur dan menetapkan proses dinamika
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internasional sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antara
bangsa—bangsa di dunia.

Politik Juar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem
politik nasioanl untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan
untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar
dapat memenuhi nilai-nilai yang terdapat dalam sistemnya.'!

Melihat beberapa konsep diatas, berkaitan dengan karakteristik
politik luar negeri Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar
negeri tentunya juga berorientasi pada kepentingan nasional yang di
dasarkan pada kondisi obyektif baik di dalam negeri maupun kondisi
politik internasional yang berkembang saat ini. Bila ditinjau dari segi
filsafat politik, politik luar negeri Amerika Serikat tampak unik dalam
menggabungkan kepraktisan yang selalu hati-hati dengan idealisme
yang utopis. Di satu sisi politik luar negeri Amerika Serikat dapat
berperaﬁ untuk melindungi negara lain dengan cara memperluas
kepentingan AS di seluruh dunia, disisi lain AS mempunyai tugas
mengubah system internasional sedapat mungkin seperti keinginannya
yang di dasarkan atas kemauan dan citranya sendiri dan AS
menginginkan kedua cara itu dalam politik luar negerinya. Sifat yang
dapat dikatakan tidak taat azas itu menyebabkan politik luar negeri AS

menunjukkan ciri khas yang bertentangan. 12

1 §. Frankel, Hubungan Internasional, ANS Sungguh Barsaudara, Jakarta, 1990, hal 55.

2 Qufri Yusuf, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Analisis Teoritis dan
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Seperti yang kita ketahui, kepentingan nasional suatu negara
bersumber dari budaya bangsanya, yaitu hidup bangsa, pola pikir dan
sikap yang terbentuk melalui proses pengalaman sejarah yang
diwariskan dari bangsa itu sendiri. Karena politik luar negeri suatu
negara merupakan Kkelanjutan atau perjuangan dari kepentingan
nasionalnya, maka AS sebagai negara besar dan satu-satunya negara adi
kuasa sejak berakhimya Perang Dingin memfokuskan politik luar
negerinya terhadap penciptaan tata politik internasional yang sesuai

dengan kepentingan nasionalnya.

2. Model Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika
Dalam proses kebijakan luar negeri ada tiga model, yaitu: The
democratic model; pluralist model; atau ruling elite model. Para analisis
kebijakan Politik AS umumnya mengikuti salah satu dari tiga model
tersebut:
a. Democratic model,
Model ini berpegang bahwa kebijakan merefleksikan pilihan-pilihan
publik melalui proses pemilu dan institusi-institusi perwakilan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pandangan ini,
berbagai kebijakan diformulasikan by the people, for the people’, dan
pemerintah adalah penyambung mulut terpercaya masyarakat. Namun,

ada hal yang tidak terbukti dari pernyataan diatas karena banyak rakyat
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AS yang tidak ikut memilih, dan para pejabat tidak selalu punya
persepsi akurat atas pilihanpiliban publik, atau mengabaikannya sama
sekali. Demacratic model cenderung naif dan bahkan lebih sulit untuk
diaplikasikan pada arena yang lebih tertutup dari jforeign policy-

making dibanding wilayah kebijakan lain.

. Pluralist model

Melihat pembuatan kebijakan Amerika Serikat sebagai sebuah
"highly politicized conflict resolution process", mayoritas publik tidak
mendapat informasi, tidak tertarik, dan tidak pula aktif dalam decision-
making process, pengaruh mereka ada ditangan kelompok-kelompok
kepentingan, masing-masing merepresentasikan satu bagian dari
masyarakat. Pembuatan keputusan terdiri dari bargaining and
compromise diantara pusat-pusat persekutuan kekuasaan. Kekuasaan
terdesentralisasi, didistribusikan dalam beberapa segi, seperti
kesejahteraan, pengetahuan, dan kepentingan. 13

Disini, mayoritas publik tidak terlibat.16 Model ini telah dikritik
karena terlalu bersandar pada ukuran empiris dan behaviourism, saat
beroperasi dibawah asumsi-asumsi normatif yang meragukan dan tidak
demokratis. Sebagaimana dalam model sebelumnya, kebijakan luar
negeri kurang sesuai dalam kerangka ini dibanding kesesuaiannya pada
kebijakan domestik. Namun, kemampuan pluralisme untuk memahami

salah satu sistem politik terkompleks di dunia, dan komprominya atas
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demokrasi ideal dan berbagai realitas politik yang keras, telah
menjadikannya satu eksplanasi yang lebih populer dari yang lain.
. Ruling elite model

Berasumsi keberadaan elit politik yang relatif kecil dan bersatu
menggunakan bentuk kekuasaannya untuk tujuan mendapatkan
kepentingan-kepentingannya melalui pilihan-pilihan kebijakannya. Elit
kadang terdiri dari sedikit keluarga kaya, kadang berbentuk apa yang
disebut “military industrial complex”, mungkin juga aktoraktor dari
kelompok yang lebih berbeda.

Para eksponen model ini biasanya berpendapat atas perubahan-
perubahan sistemik dan struktural dalam masyarakat, sebagai “what
holds (elites) together is their common inferest in preserving a system
that assures their continued accumulation of wealth and enjoyment of
socdial privilege.”

Para elit politik pada dasarnya konservatif dan hanya akan
menyetujui  perubahanperubahan yang menguntungkan dalam
kebijakan. Teori ini didukung bukti kondisi kontemporer Amerika
Serikar saat ini. Terdapat kemiripan dalam latar belakang dan kultur
dari para pembuat kebijakan dalam politik, yang cenderung pada pria
kulit putih, Protestan, dari keturunan Anglo-Saxon dan dari kalangan
bisnis.

Dalam Konstitusi Amerika Serikat, keputusan kebijakan politik
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negeri yang dihasilkan oleh cksekutif harus mendapat persetujuan
legislatif agar dapat diimplementasikan. Dalam perumusan kebijakan
Politik luar negeri AS, presiden tidak dapat melepaskan diri dan
berbagai masukan dari para penasihatnya, baik staf pribadi yang
berkantor di Gedung Putih maupun para anggota kabinet yang
tergabung dalam National Security Council (N SC).

Tidak tertutup kemungkinan, para penasihat itu tidak hanya
memberikan masukan tentang kebijakan politik luar negeri yang harus
diambil AS, tapi juga memberikan pengaruh agar presiden mengikuti
nasihat yang diajukannya. Pengaruh tidak hanya berasal dari orang
dalam pemerintahan, tapi juga dari luar pemerintahan, seperti interest
groups, media massa, dan publik.14

Kebijakan politik Obama yang lebih kooperatif dalam menjalin
kerjasama internasional khususnya kerjasama bilateral dengan Negara
lain dari proses pemilihan rasional yang dilakukan oleh para perumus
kebijakan. Proses pemilihan rasional itu dijalankan oleh para perumus
kebijakan luar negeri yang terdiri dari lima pihak yang mewakili
lembaga, Joe Biden (Wakil Presiden), Hillary Clinton (Departemen
Luar Negeri), Robert M. Gates (Departemen Pertahanan), Stephen
Hadley (Penasihat Keamanan Nasional).

Mereka tergabung dalam National Security Council (NSC) yang

dibentuk Kongres pada 1947 untuk membantu  presiden
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mengintegrasikan kebijakan politik luar negeri, ekonomi, dan militer
yang mempengaruhi keamanan nasional. NSC bekerja langsung di
bawah presiden dan secara hukum terdiri dari presiden, wakil presiden
menteri luar negeri, dan menteri pertahanan. Di samping itu, direktur
CIA, kepala staf Gedung Putih, Jaksa Agung, dan penasihat keamanan
nasional juga terlibat di dalamnya.

Dalam pengambilan keputusan model pluralist terdapat aktor-aktor
kepentingan dalam politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri
disebut dengan “policy influencers”. Menurut D.Coplin juga
menjelaskan policy influencer system merupakan aktor politik
domestik dalam pengambilan keputusan. Hubungan antara pengambil
keputusan dengan policy influencers terjadi secara timbal balik. Di satu
sisi, pengambil keputusan membutuhkan policy influencers karena
mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, policy
influencers membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah
jalan tuntutannya diputuskan sebagai suatu kebijakan. '*

Apabila tuntutan policy influencers tidak dipenuhi pengambil
keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh
dukungan policy influencers kepada pengambil keputusan akan hilang.
Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara

positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan
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tuntutan itu. Coplin membedakan policy influencers menjadi empat

macam, yaitu:

a). Bureaucratic influencer

Misalnya beberapa individu atau organisasi dalam lembaga

pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam
menyusun dan melaksanakan kebijakan politik luar dan dalam
negeri. Anggota birokrasi yang bertindak sebagai policy influencer
kadang juga menjadi pengambil keputusan. Bureaucratic
influencer memiliki akses langsung kepada para pengambil
keputusan dengan memberikan informasi kepada mereka sekaligus
melaksanakan kebijakan luar negeri yang diputuskan. Karenanya,
bureaucratic influencer memiliki pengaruh sangat besar dalam
pengambilan keputusan.

b). Partisan influencer

Kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-

tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait
kebijakan pemerintah, Mereka berupaya mempengaruhi kebijakan
dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan
orang-orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan.
Misalnya partai politik dalam system demokrast.

¢). Interest influencer

Merupakan sekelompok individu yang bergabung bersama
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beberapa metode untuk membentuk dukungan terhadap

kepentingannya. Mereka biasanya melancarkan kampanye dengan

menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para pengambil
keputusan, tapi juga bureaucratic dan partisan influencer. Mereka
juga bisa menjanjikan dukungan finansdial atau mengancam
menarik dukungan. Jika tidak berperan dalam menentukan
kebijakan luar negeri, interest influencer pasti berperan dalam
mengkritisi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri.'®
d). Mass influencer

Dalam hal ini, terwujud dalam opini publik yang dibentuk
oleh media massa. Para pengambil keputusan menggunakan opini
publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tapi untuk
merasionalisasinya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi
pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun
kebijakan luar negeri.

Keempat tipe policy influencers itu tidak selalu memiliki
pandangan sama terhadap suatu kebijakan dalam politik Amerika Serikat.
Perbedaan juga dimiliki dengan para pengambil keputusan. Dalam model
pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam
Jingkungan internasional bertindak sebagai rangsangan, bagi para pengambil

keputusan serta bagi policy influencers.

16 a
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B. Aktor-Aktor Politik Luar Negeri Amerika Serikat
Berkaitan dengan kebijakan Politik Amerika Serikat yang di buat
dalam suatu negara pasti membutuhkan proses dan terdapat aktor-aktor
politik di dalamnya yang berpéngaruh besar. Pengambilan kebijakan di
Amerika Serikat menempatkan Presiden, Departemen Luar Negeri, Media
Massa, Kongres, CIA, serta Kelompok Kepentingan, sebagai posisi sentral
serta dalam dalam menjalankan kegiatan Politik Luar Negeri Amerika
Serikat. \’
1. Presiden
Politik lvar negeri Amerika Serikat dirumuskan berdasarkan atas
pertimbangan kondisi domestik dan internasional. Keputusan luar
negeri merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara utuh
1apgsung ataupun tidak langsung representative harus melibatkan
kepentingan dari berbagai pihak, terutama kelompok—kelompok yang
dianggap meﬁakili masyarakat secara menyeluruh. Agar sebuah
negara yang melaksanakan perilaku cksternalnya tidak merugikan
kepentingan rakyat secara umum maka proses pembuatannya perlu
mempertimbangkan berbagai hal yang pada kelmjuwnnyMenjadi
keputusan mutlak.
Berhubungan dengan Presiden sebagal aktor dalam politik Tuar
negeri yang melalui proses pesbuatan kebijakan luar negri Amerika

Serikat tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan cksekutif saja, tetapi

17 Moechtar Mas’oed dan Colin Mac Andrew, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, 1987, hal 52
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masih ada lembaga-lembaga lain yang terkait didalamnya seperti peran
anggota Kongres dan kelompok kepntingan (interest group) serta partai
politik. Tetapi pada real politiknya, tetap saja presiden dan kongres
memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses pengambilan
keputusan. Menurut konstitusi Amerika Serikat, kekuasaan presiden
sangat dibatasi oleh heavy legislative yaitu konstitusi Amerika Serikat
lebih meletakkan kekuasaan pada kongres atau legislative bukan pada
eksekutif atau heavy executive.'®

Sehingga logis secara konstitusi apabila presiden dalam konteks
pembuatan kebijakan luar negeri lebih kecil disbandingkan dengan
kongres. Presiden Amerika Serikat hanya berkuasa penuh sebagai
panglima tertinggi angkatan bersenjata dan urusan pemerintah
(eksekutif), selebihnya presiden harus mendapatkan persetujuan atav
sepengatahuan senat Amerika Serikat, seperti apabila seorang presiden
menginginkan menandatangani sebuah perjanjian dengan negara lain,
maka harus mendapatkan persetujuan senat sebesar 2/3 senator yang
hadir dalam siding tersebut. Demikian pula dalam hal pengangkatan
para duta besar, pembantu umum, dan konsul."”

Dalam hubungan luar negeri presiden memberikan informasi
tentang lingkungan internasional yang didapat dari para pembantunya

di kabinet, lalu diajukan sebagai rencana undang-undang pada kongres.

5 Mission of the USTR”, http://www.ustr.gov/about-us/mission. Diakses pada tanggal 18-11-
2011: 02:3
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Pengajuan RUU ini harus mendapatkan persetujuan kongres terlebih
dahulu, demikian pula sebaliknya. Tanpa persetujuan kedua lembaga
tersebut, maka kebijakan luar negeri tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Prosedur ini tetap dipertahankan hingga dekade 60-an.

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan presiden telah
menimbulkan kontroversi pandangan antara presiden atau eksekutif
dan kongres. Menurut presiden, peran kongres dalam membatasi ruang
gerak eksekutif dianggap terlalu berlebihan dalam perumusan
kebijakan luar negri Amerika Serikat. Sedangkan versi kongres
menganggap bahwa peran eksekutif harus segera direm dan dikontrol
agar tidak menimbulkan pemerintahan yang otoriter.

Dari pada itu, presiden memiliki hak veto untuk menolak
keputusan senat tentang penetapan kebijakan luar negri Amerika
Serikat. Pelangaran dan perdebatan ini masih tetap terjadi hingga saat
ini, seperti skandal pengiriman senjata kepada Iran yang dilakukan
oleh pemerintah Reagan yang dikenal dengan national Contra dan
rekayasa justifikasi atas tindakan invasi Amerika Serikat ke Irak atas
dasar kepemiikan senjata pemusnah missal seperti yang terjadi pada

Korea Utara, dan atas nama Dewan keamanan PBB pada asa
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Oleh sebab itu presiden dapat bertindak sebagai aktor tunggal
dalam pembuatan kebijakan luar negri terhadap negara lain seperti ang
terjadi pada saat ini. Pada dasarnya kebijakan luar negeri Amerika
Serikat merupakan hasil dari proses interaksi kedua lembaga tersebut.
Selain presiden dan kongres, partai politik dan kelompok kepentingan
turut memberikan kontribusi dalam proses pembuatan kebijakan luar
negri negara tersebut.

Biasanya kelompok kepentingsn juga mempengaruhi proses
pembuatan kebijakan baik kebijakan ke dalam maupun ke luar negri
melalui lobbying yang dilakukan baiklpada kongres maupun terhadap
pemerintah. Sedangkan pihak lain yaitu partai politik khususnya partai
oposisi merupakan kelompok penekan pertama (pressure groups)
dalam proses tersebut.

2. Departemen Luar Negeri

Selain menjadi Aktor utama, Departemen Luar Negeri adalah
unsur terpenting pemerintah Amerika .Serikat. Dalam perwakilan
Amerika Serikat, Dinas Urusan Luar Negeri Amerika Serikat adalah
pusat layanan diplomatik Amerika, yang bertanggung-jawab untuk
memajukan kepentingan AS, serta memajukan hubungan internasional
melalui pertukaran perwakilan. 2

Dinas Urusan Luar Negeri membantu Presiden dan Menteri Luar

Negeri untuk merencanakan, menyusun dan mencapai tujuan sasaran

I ot Thandnes A Tames H. Wolfe. Pengantar Hubungan International Keadilan dan
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dan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika. Termasuk di
dalamnya fungsi perwakilan, administrasi perwakilan luar negeri
Amerika Serikat yang mencakup:

a. Pelayanan kepada warga Amerika di luar negeri;

b. Diplomasi hubungan masyarakat;

c. Pelaporan,

d. Komunikasi dan negosiasi urusan politik,

e. Ekonomi,

f. Konsuler,

g. Administrasi,

h. Kebudayaan dan perdagangan.

Dalam konteks internasional, politik luar negeri Amerika Serikat
diartikan sebagai kebijakan internasional, sikap dan langkah
Pemerintah Amerika yang diambil dalam hubungan dengan negara
lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional dalam
rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan
nasional. Di tataran aplikasi politik luar negen1 Amerika Serikat secara
riel dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pelaksana teknis dibebankan
kepada Departemen Luar Negeri. Sama halnya dengan negara lain

yang memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan politik luar
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Departemen luar negeri Amerika Serikat sebagai bagian dari
pemerintah (eksekutif) tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya
instrumen lembaga kekuasaan lainnya. Berangkat dari teori trias
politikanya Montesgieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga
bagian yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Khusus untuk Negara
demokrasi dalam penerapannya tidak murni melakukan pemisahan
kekuasaan, akan tetapi menerapkan trias politika dengan prinsip
(division of power) dalam artian hubungan antar kekuasaan negara
tersebut tidak secara murni terpisah satu sama lain, namun pemisahan
yang tetap memungkinkan korelasi dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya di Amerika Serikat.”

Besarnya tujuan yang ingin dicapai dari politik luar negen
Amerika Serikat, semakin menunjukkan beratnya tanggung jawab
Pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri Amerika Serikat,
karena citra dimata internasional akan dapat diukur dari sejauhmana
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dapat menjadikan
Negaranya menjadi negara yang dihargai dan dihormati kedaulatannya
oleh bangsa-bangsa lain di Dunia. Atau sejauhmana diplomasi total
Deplu yang didukung oleh stakeholder baik itu dalam negeri maupun

luar negeri terwujud dengan baik.

- ¥ -s Fa.sw r = »a & 2 g® vy o 1. . 1 NN AT T A 1Y



28

3. Media Massa
Media massa sefing diartikan sebagal cOrong masyarakat untuk
menuangkan aspirasi dalam persoalan—persoalan yang periu mendapat
perhatian terutama masalah lvar negeri. Kepekaan masyarakat
Amerika Serikat yang berkaitan dengan masyarakat luar negeri sangat
tinggi, biasanya dituangkan dalam bentuk opini publik. Pengaruhnya
tidak dapat dikatakan langsung mempengaruhi pola pikir masyarakat,
akan tetapl melalui media baik visual maupun audio dapat bersesuaian
dengan kekuatan pubiik. Di Amerika Serikat media massa dikuasai
oleh orang-orang Yahudi?
A. Kekuatan Media Massa dalam Kampanye Kepresidenan di Amerika
Serikat Terhadap Pelaksanaan Politik
Dalam perspektif sistem media massa dan kebebasan
menyatakan pendapat yang berlaku di Amerika Serikat, adalah
sangat mungkin bahwa media massa di Amerika Serikat bukan
hanya mempunyai peranan ‘melainkan juga mempunyai kekuatan
dalam kampanye kepresidenan di Amerika Serikat. Qistem media
massa Amerika Serikat yang sangat terbuka dalam afti tanpa
pengawasan secara ‘onstitusional dari pemerintah dan adanya
jaminan kebebasan menyatakan pendapat dari konstitusi
memberikan keleluasaan bagi warga Amerika Serikat untuk

/
B (haffes, Steven H., Michael J. Petrick, Using the Mass- Media, Communication Problems in
American Society, New York: McGraw-l—lill, inc., 1975
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melakukan publikasi melalui media massa. Hal ini tentu saja juga
memberikan kesempatan yang sangat luas bagi para politisi dalam
rangka pelaksanaan kampanye kepresidenan. Sistem media yang
demikian itu memberikan peluang bagi masing-masing tim
pelaksana kampanye kepresidenan untuk menggunakan media
massa sebagai sarana informasi dan persuasi seefektif dan seefisien
mungkin.

Hal ini juga didukung oleh konstitusi yang memberikan
kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara. Dua hal tersebut
sangat mendukung kinerja masing-masing tim pelaksana kampanye
kepresidenan dalam usaha untuk merebut perhatian para pemilih
agar memilih calon presiden yang mereka ajukan. Media massa
merupakan sarana persuasi yang efektif dan efisien bagi mereka
karena bisa menjangkau banyak pemilih yang menjadi target
mereka dengan waktu yang cepat dan beaya yang relatif mm.
Adalah tidak mungkin, khususnya dari sisi waktu, bagi tim sukses
kampanye kepresidenan Amerika Serikat untuk mendatangi target
pemilih mereka secara langsung atau ‘door to door’. Penggunaan
media massa adalah cara yang sangat memungkinkan untuk
‘bertemu langsung’ dengan target pemilih melalui representasi
media massa baik cetak maupun elektronik bagi para tim pelaksana

kampanye kepresidenan. Mereka bisa menggunakan berbagai cara
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bahkan mereka juga bisa berkomunikasi secara langsung melalui
program ‘live show’ televisi maupun siaran radio; juga mereka bisa
mengumpulkan pendapat, saran, komentar ataupun kritik,
mengadakan ‘polling’ atau jajak pendapat melalui media massa
cetak maupun elektronik. Berbagai macam cara bisa mereka
ciptakandan mereka untuk berkomunikasi dalam usaha memikat
calon pemilih.**

Kebanyakan warga Amerika yang mempunyai hak pilih
mendapatkan informasi tentang pemilihan bukan dari kontak
langsung dengan para calonnya atau dengan para praktisi politik
(politisi) ataupun tim pelaksana kampanye, melainkan melalui
media massa cetak maupun siaran atau juga elektronik, misalnya,
surat kabar, majalah, websites, radio, dan khususnya televisi. Enam
puluh persen dari mereka mengatakan bahwa televisi merupakan
sumber utama informasi bagi mereka berkaitan dengan pemilihan
presiden. Bagi para politisi, media massa tersebut dipakai dan
diberdayakan demi suksesnya pelaksanaan kampanye kepresidenan
dan demi keberhasilan kandidat presiden mendapatkan suara
pemilih sebanyak mungkin sehingga kandidat tersebut bisa

menjadi presiden.

Dari sudut pandang warga negara atau para pemilih di

Amerika Serikat, mereka menggunakan media massa untuk

~ g .
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mendapatkan informasi dan hal-hal yang berkait baik dengan
pelaksanaan kampanye kepresidenan maupun dengan pelaksanaan
pemilihan presiden itu sendiri.

Hal tersebut di atas juga didukung oleh Darlisa Crawford
yang menyatakan bahwa media massa moderen saat ini telah
menjangkau ratusan bu orang di Amerika Serikat dan selurub
dunia melalui televisi, radio, surat kabar, majalah, buku, film, dan
internet. Selanjutnya perkait dengan kampanye kepresidenan di
Amerika Serikat, Crawford menyatakan sebagai berikut:

“The American Nnews media inform audiences about the
candidates, their positions on the issues, opinion polls, political
debates and conventions, and political advertisements. The new
media also provide a watchdog mechanism for the public, work as
a liaison between the public and its leaders, and influence
candidate images and reputations”.

_ Kekuatan Media Massa Cetak dalam Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Amerika Serikat

Media massa cetak yang dalam konteks ini dibatasi dalam
bentuk surat kabar, majalah, dan buku merupakan sarand
komunikasi dan persuasi bagi para praktisi politik, para partisan
politik, dan para pemerhati politik. Sebagai sarana komunikasi,
media massa cetak tersebut dimanfaatkan untuk mensosialisasikan

visi dan misi dari kandidat presiden, memberikan informasi
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selengkap dan semenarik mungkin berkait dengan program-
program jangka panjang dan pendek sebagai perwujudan
pelaksanaan visi dan misi para kandidat, memberikan liputan
dalam kolom reguler maupun kolom khusus berkait dengan
kampanye mereka, menyampaikan biografi dan karya-karya para
kandidat berikut rencana kerja mereka. %

Informasi-informasi tersebut dikemas sedemikian rupa
dalam aneka bentuk publikasi liputan berita, liputan khusus,
features, analisis, iklan, dan lain-lainnya-sehingga menjadi berguna
dan menarik bagi para calon pemilih. Kemasan publikasi dalam
media massa cetak seperti ini, baik dalam surat kabar harian
maupun dalam majalah mingguan atau dwi-mingguan ataupun
bulanan dimaksudkan sebagai sarana persnasi agar para calon
pemilih tertarik, terpikat kepada calon presiden yang
disosialisasikan dan dipopularitaskan dalam kampanye tersebut.

Media massa cetak tersebut bisa menarik karena sifatnya
yang lama dalam pengertian bahwa informasi yang dipublikasikan
tersebut bisa disimpan tanpa harus melakukan ‘recording’
sebagaimana dalam media massa siaran; dan kemudian informasi
tersebut bisa mudah didapatkan kembali sewaktu-waktu

diperlukan. Dengan demikian media massa cetak bukan merupakan
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media komunikasi, informasi, dan persuasi yang lewat begitu saja
sebagaimana yang terjadi dalam media massa siaran baik radio
maupun televisi. Di sinilah letak kekuatan media massa cetak.

Selain karena hal tersebut di atas, informasi media massa
cetak juga mempunyai kekuatan bagi kalangan tertentu, khususnya
bagi golongan berpendidikan. Informasi ataupun data dalam bentuk
cetak sangat digemari oleh kalangan sebagaimana tersebut di atas,

Mereka membutuhkan informasi dan data dalam bentuk
cetakan karena jenis ini pada umumnya merupakan hasil svatu
observasi dan analisis yang cukup mendalam dan representatif
yang bisa menjadi acvan bagi mereka baik untuk kepentingan
mereka sendiri maupun untuk kepentingan lainnya.
. Kekuatan Media Siaran dalam Penyelenggaraan Politik Luar
Negeri Amerika Serikat

Media massa siaran dalam konteks ini meliputi radio dan
televisi. Dalam masyarakat politik di Amerika Serikat, radio bukan
merupakan media massa siaran yang dianggap sangat efektif dan
efisien untuk kepentingan kampanye mengingat bahwa popularitas
radio bagi masyarakat Amerika Serikat semakin menurun
bersamaan dengan munculnya media massa siaran televisi. Oleh
karena itu, para praktisi politik, para partisan politik, pemerhati

politik kurang memberikan prioritas terhadap penggunaan media
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persuasi dalam pelaksanaan kampanye pemilihan presiden
Amerika Serikat, meskipun sebenarnya radio merupakan media
yang praktis karena bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja,
bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas lainnya. Mereka lebih
memilih media massa siaran televisi karena televisi bisa
memberikan tampilan lebih menarik dibandingkan kegiatan
kampanye yang disiarkan melalui radio. Hal ini bukan berarti
bahwa mereka tidak menggunakan radio; mereka tetap
menggunakan radio, hanya porsinya tidak sebanyak yang mereka
lakukan melalui media massa siaran televisi, baik dari sisi kuantitas
maupun kualitas.2®

Saat ini televisi memang merupakan media massa yang
paling komunikatif dan paling digemari oleh kedua belah pihak
(para politisi dan para pemilik hak pilih) karena televisi
mempunyai sifat yang berbeda dari media massa lainnya, yaitu
bahwa televisi merupakan perpaduan audio-visual sehingga dengan
demikian televisi memberikan kesan sebagai penyampai isi atau
pesan seolah-olah secara langsung antara komunikator (pembawa
acara atau pengisi acara) dengan komunikan (pemirsa). Informasi
yang disampaikan melalui televisi mudah dimengerti karena secara

bersamaan bisa didengar dan dilihat. Bahkan televisi bisa berperan

2% Crawford, Darlisa, Television Primary @[E}(r{:?rfon Source for Most 2004 Voters,
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sebagai alat komunikasi dua arah, khususnya dalam acara-acara

‘live show’.

Dalam menyelenggarakan sistem politik di Amerika

Serikat, bahwa penggunaan media siaran melalui televise

merupakan bentuk alternative yang di gemari masyarakat umum

untuk memberitakan tentang fenomena politik baik dalam maupun

luar negeri yang ada di Amerika Serikat. 21

4. Kongres

Di Amerika Serikat, Kongres juga merupakan salah satu upaya
untuk menyelenggarakan sistem politik Amerika Serikat. strategi dan
kekuatan finansial yang diperoleh dari para penyandang dana sangat
menentukan seberapa besar peluang bagi calon anggota Kongres dari
masing-masing partai untuk memenangkan pemilihan umum dan
memiliki peluang lebih besar untuk dipilih kembali (reelected) menjadi
anggota Kongres.

Termasuk di dalamnya adalah seberapa jeli anggota Kongres untuk
memilih dan mengangkat suatu isu atau wacana dalam mempengaruhi
opini publik. Terlebih lagi menjelang pelaksanaan Pemilu Sela, setiap
anggota Kongres berusaha menarik simpati publik dengan cara
mengangkat isu-isu actual khususnya yang terkait dengan penegakan

HAM baik didalam maupun di luar negeri Amerika. Biasanya isu

2 1t Voot (affew M. Rerv. Jerrv Goldman, The Challenge of.Democracy, Gavernment in
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aktual yang terjadi di luar negeri terkait dengan penegakan HAM, para
anggota Kongres lebih memberikan perhatian pada berbagai kasus
pelanggaran HAM vyang terjadi di negara-negara berkembang.
Diharapkan upaya tersebut mampu memperbesar peluang terpilihnya
kembali seorang anggota Kongres untuk periode berikutnya. 2

a. Jumlah anggota Kongres Amerika Seriakat dalam Politik

Pemilu AS diikuti oleh 12 Partai politik pada tahun 2008 lalu.
Mereka berebut untuk menjadi pemenang (senator dan atau
anggota Kongres). Ke dua bagian ini disebut dengan anggota
Kongres atau anggota DPR.

Sebagaimana diketahui ada dua bagian dalam DPR AS,
yakni Majelis Tinggi (US Senate) sebanyak 100 orang Senator dan
Majelis Rendah (US Congres) sebanyak 435 orang. Masing-masing
dipilih 6 tahun sekali (Senate) dan 2 tahun sekali (Kongres).
Kendatipun ada yang menolak istilah majelis rendah dan ﬁajelis
tinggi, tetap saja hal ini dipakai. Ini disebabkan perbedaan dalam
menjalankan fungsi dalam kapasitas federal dan kapasitas
nasional.

Setelah meraih suara dan ditetapkan sebagai calon dari
distrik tertentu, mereka diangkat sebagai anggota Majelis Rendah.
Beberapa diantara mereka yang telah berkutat di Majelis Rendah

beberapa kali (priode) mereka berambisi menjadi anggota Senate
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atau Senator. Menjadi Senator ulung dan berpengaruh ini menjadi

cita-cita ham,pir seluruh anggota Kongres. Dari jalur inilah tinggal

beberapa langkah lagi menjadi Presiden AS seperti “saudara

sepupu kita” Barrack Obama.

b. Prinsip penyelenggaraan Kongres sebagai wujud penyelenggaraan

Politik Amerika Serikat

Setelah menjadi anggota Kongres, baik di majelis rendah

atau majelis tinggi, Sistem Pemerintahan AS dibagi kedalam 4

(Empat) point utama:

1.

2).

3).

Prinsip-prinsip Demokrasi Amerika Serikat. Memahami
dengan baik bahwa Undang-Undang tertinggi AS adalah
Konstitusi. Konstitusi inilah digunakan untuk membentuk
Pemerintahan, menentukan Pemerintahan dan melindungi hak-
hak dasar rakyat AS.”

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat. Mereka harus tahu
sekali cabang dalam sitem pemerintahan AS yakni :Kongres,
Legislatif, Presiden, Eksekutif, Pengadilan dan Yudisial.
Masing-masing cabang tersebut harus diketahui dehgan baik
apa tugas-tugas mercka agar tidak mudah memberikan

statement yang membingungkan rakyat.

Masalah Hak dan Tanggung Jawab. Memahami dengan baik
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Kongreslah yang mebuat Undang-Undang federal, Senat
pembuat Undang-Undang Nasional.

4). Masalah sejarah Amerika Serikat. Ini musti diketahui dengan
baik agar mengingat para pendiri Amerika yang telah
meletakkan fondasi negara dengan segala perangkat hukumnya
dan tujuan yang sangat jelas untuk AS selamanya. Semua aspek
yang akan digagas atau direncanakan harus bermuara kepada
fondasi yang telah disusun oleh pendiri AS dalam Konstitusi
AS.

Berdasarkan kajian di atas, seluruh anggota majelis rendah
maupun majelis tinggi, pada prinsipnya tidak akan kesulitan dalam
menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dari distrik masing-
masing.’® Mereka bekerja dengan profesional. Kendatipun ada
kepentingan partai politik terbesar dalam kongres AS (Demokrat
dan Republik) mereka lebih mengutamakan pemahaman ke 4 poin
di atas ketimbang memikirkan proyek-proyek, aliran dana yang
dapat memperkaya anggota partai dan membodohi warga atau
masyarakatnya dengan statemen-statemen yang di luar tugas dan

tanggung jawabnya.
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5, CIA (Central Inteligency Agency)

Di Amerika Seriakat, keberadaan CIA (Central Inteligency
Agency), merupakan salah sati aktor dalam politik serta demokrasi
untuk membentuk pemerintahan rejim, serta negara untuk tujuan
kedaulatan.

Secara umum menurut fungsunya badan intelejen Amerika Serikat
adafah untuk kegunaan informasi, muftiplikasi dan deteksi dan telah
dikenal sejak lama. Dalam demokrasi di Amerika Serikat untuk tujuan
politik dalam maupun luar negeri, ¢toS intelijen pada prinsipoya
berpihak kepada pelayanan public, namun realitas politik birokrast
sering menyebabkan intelijen berpihak kepada kepentingan politik di
Amerika Serikat. 3
a. Fungsi Intelijen Ji Amerika Serikat

Intelijen di amerika merupakan instrument penting untuk
kelangsungan hudup Negara bangsa (nation state). Referensi tentang
pengumpulan informasi (Information Gethering), kecerdasan
menganalisa serta memilih kebijakan dapat di temukan pada karya-
karya sejacah yang di tuangkan kepada peran intelijen, serta mencakup
tentang oprasi rahasia dan berbagai tindakan tersembunyi yang dapat

di telusuri oleh badan intelijen untuk negaranya.

3 prank. S. Russell, Information Gathering in Classical Greece (Ann Arbor: University Of
Michigan Press, 1999.

e



40

6. Kelompok Kepentingan
Kelompok kepentingan diartikan sebagai kelompok yang suka
mempengaruhi suatu keputusan sebagai sarana untuk menyampaikan
atau mempcrlihatkan penyampaian tuntutan kepentingan anggota
masyarakat terhadap sistem politik kelompok kepentingan yang
menduduki posisi penting dalam setiap sistem politik. Berkaitan
dengan kebijakan yang akan diputuskan dalam pengambilan
keputusan, maka kelompok kepentingan dengan berbagai pendekatan
mencoba mempengaruhi.*2
Pengaruh yang sangat dominan dari kelompok kepentingan telah
banyak terbukti, sering membuat lembaga-lembaga yang ada
dilanggar. Akibatnya dalam pengambilan keputusan menjadi tidak
obyektif.
C. Sistem Perekonomian Amerika Serikat
Sistem perekonomian Amerika Serikat merupakan sistem yang
digunakan oleh negara tersebut untuk mengalokasikan sumber daya yang
dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.
Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem lainnya
adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam
beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi.

Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh

32 Daniel J. Ikenson, “Burning Rubber: Proposed Duties on Chinese Tires Whiff' of Senseless
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pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua
sistem ekstrem tersebut.*

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari
cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian
terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk
mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara
pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur

faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan

permintaan.
1. Sejarah Sistem Perekonomian Amerika Serikat

Awalnya, terdapat dua sistem ekonomi yang menguasai dumia,
yakni sistem ekonomi sosialis yang digawangi oleh Rusia dan sistem
ckonomi kapitalis yang diprakarsai olch Amerika Serikat. Namun,
pascaperang dunia 11 ekonomi Amerika Serikat yang kapitalis, menjadi
satu-satunya ekonomi yang menguasai dunia.

Sistem ckonomi kapitalis yang digawangi olch Amerika Serikat
menititikberatkan pada modal, artinya, di dunia im modal yang
memiliki peran penting dalam maju tidaknya perekonomian suatu
negara. Sistem ekonomi kapitalis juga cenderung tidak memihak kaum

yang lemah. Pada kenvataannya bahwa sistem ckomomi Amerika
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Serikat yang condong kearah kapitalis menyeret satu per satu negara-
negara di dunia untuk memiliki poros yang sama.

Salah satu hal yang paling dominant adalah Amerika Serikat yang
berperan sebagai pendonor ckonomi dunia. Implikasinya, negara yang
dibantu tersebut akan memiliki ketergantungan yang tinggi serta
hutang budi kepada negara pendonor. Dan secara tidak langsung, efek
tersebut membuat negara yang dibantu mengikuti aliran negara
pendonor yang dalam hal ini adalah Amerika Serikat.>*

2. Sistem Ekonomi Amerika Serikat

Amerika Serikat sering dijadikan simbol suatu negara penganut
sistem kapitalisme-liberal. Ciri sistem ini untuk beberapa dasawarsa
mengalami perubahan-perubahan meskipun apa yang menjadi dasar
dan kerangkanya tetap. Diawali dengan konsep kapitalisme liberal
klasik. Kemudian dipengaruhi pemi-kiran neo-kapitalisme-liberal,
Keneysian dan sebagainya. Sesudah tahun 1940-an, peru-bahan dalam
kebijaksanaan ekonomi makro berdasarkan model John Maynard
Keynes mulai berpengaruh di Amerika. Sampai timbul banyak kritik
terhadap kelemahan model tersebut terutama di tahun 1960-an.

Sistem kapitalisme-liberal klasik berkiblat kepada pandangan
Adam Smith dan tokoh lain yang sehalﬁan, yang menekankan

kemerdekaan setiap orang agar diberikan kesempatan secara luas dan

I R B I L P & o WIS Rt PR VUGRpR g §



43

tidak diinginkan campur tangan, sesuai dengan semboyannya: “Laissez
faire, laissez aller, laissez passer, le monde va de lui-meme” (biarkan
berbuat, biarkan pergi atau berlangsung, biarkan terjadi, biarkan setiap
orang berbuat sekehendak hatinya). Dalam hal ini pemerintah Amerika
Serikat diharapkan hanya semacam agen polisi. Kemerdekaan individu
dijunjung tinggi termasuk dalam bidang ekonomi. Pandangan-
pandangan tersebut secara keseluruhan berpengaruh terhadap
penyusunan Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat.®

Suatu kemerdekaan penuh bagi individu yang didengungkan aliran
klasik, secara bertahap tergeser oleh pengaruh neo-kapitalisme-liberal.
Kecenderungan perusa-haan-perusahaan untuk memperkaya diri dan
monopolistis bergeser pada bentuk ekonomi pasar bebas, pembentukan
harga bebas dan persaingan bebas. Pada masa pemerintahan Presiden
G. Cleveland untuk mematahkan dominasi monopoli dikeluarkan
Undang-undang Antitrust Sherman (1890). Berikutnya dikeluarkan
Undang-undang Antitrust Clayton (1914). Secara efektif Undang-
undang Antitrust diberlakukan pada pemerintahan Presiden Theodore
Roosevelt. Para konsumen pun diperhitungkan untuk berperan, menilai
dan menentukan harga barang. Di sisi lain dalam pemerintahan federal

muncul gagasan desentralisasi wilayah agar memberikan kesempatan

% Reagan, Ronald. “Kestabilan Ekonomi Akan Menunjang Pertumbuhan” (Teks Laporan

- - . e B 1A g



44

kepada warganegara Amerika berkembang secara bebas. Pemerintah
diminta jangan banyak ikut campur dan cukup bertindak sebagai wasit.
Harapan agar pemerintah menjadi wasit saja dalam dunia usaha,
karena keadaan memaksa, pemerintah Amerika berubah peranan lebih
menonjol yaitu pada waktu pemerintahan Presiden Franklin D.
Roosevelt. New deal (langkah baru) diciptakan sebagai pembaruan
sistem yang memberikan tanggung jawab lebih besar kepada
pemerintah untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat Amerika.
Sebelumnya pernah terjadi campur tangan pemerintah pada masa
Presiden Grover Cleveland. Campur tangan ini dilakukan terhadap
penyimpangan—penyimpangan dalam usaha perkeretaapian. Presiden
Cleveland menan-datangani Undang-undang Antar Negara Bagian
(1887) yang melarang diskriminasi ongkos, tarif, rabat serta pooling.
Undang-undang ini diperkuat lagl dengan Undang-undang Repburn
(1906) yang memberi kekuasaan lebih besar kepada Komisi
Perdagangan Antar Negara Bagian untuk memberikan ‘wewenang
fyulkum dan menen-tukan harga dalam usaha perkeretaapian.""6
Selanjutnya campur tangan pemerintah yang menonjol mendapat
reaksi dari kalangan juas. Ada kekhawatiran jika campur tangan
pemerintah Jdibiarkan berlarut-larut akan mengurangi dasar kebebasan
yang sudah berakar dalam falsafah hidup bangsa Amerika. Maka tidak

mengherankan jika Franklin Delano Roosevelt mendapat tantangan

36 geottiand, Charles 1. ed. Welfare State Harper Torcbooks, 1967-
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dan kritik tajam. Usaha mengembalikan peranan swasta dan fungsi
negara bagian dengan mengurangi keterlibatan pemerintah menjadi
salah satu program politik Presiden D. Eisenhower.

Dalam membahas sistem ekonomi Amerika Serikat, pada dasarnya
mengedepankan suatu istilah kapitalisme politik (political capitalism)
untuk menunjukkan bentuk mitra yang erat hubungannya, antara suatu
badan usaha swasta dan suatu pemerintah pilihan rakyat. Lebih lanjut
Prewitt dan Verba menyatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan negara
digunakan untuk menunjang sektor swasta. Sedangkan sektor swasta
memiliki pengaruh dominan sebagaimana layaknya suatu perpsahaan
raksasa. Hubungan kemitraan tersebut memberikan makna yang saling
menguntungkan secara timbal balik di dalam mencapai sasaran-sasaran
seperti stabilitas sosial dan ekonomi, kesinambungan ekspansi
ekonomik, serta pertahanan nasional. Kapitalisme politik tidak dapat
dipisahkan dari sejarah pertumbuhan Amerika. *’

Kapitalisme politik dalam sistem ekonomi Amerika paling tidak
memiliki lima komponen, yaitu:

a. Penegakan atau pemantapan kerangka landasan hukum bagi badan
usaha ekonomi bebas,

b. Penegakan atau pemantapan pelaksanaan subsidi pemerintah
terhadap badan usaha swasta (yang mencakup antara lain bantuan

untuk sarana transportasi, proteksi industri Amerika termasuk

3 Wilensky, Harold L. “The Problems and Prospects of the Welfure State” dalam Industrial
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perlindungan tarif, bantuan pemerintah federal berbentuk

pinjaman-pinjaman, program-program subsidi pertanian).

c. Penegakan atau pemantapan ketetapan-ketetapan bagi peraturan-
peraturan Pemerintah mengenai ekonomi (yang meliputi antara lain
perundang-undangan Antitrust, peraturan perundang-undangan
bagi masyarakat bisnis, penegasan apa yang menjadi ruang lingkup
dan banyaknya atau jumlah kegiatan peraturan pemerintah).

d. Penegakan atau pemantapan kebijaksanaan fiskal dan program-
program kesejahteraan umum.

e. Masalah tentang keberadaan Pemerintah Amerika Serikat sebagai
langganan produksi bagi badan usaha swasta.

Sudah menjadi kebiasaan di Amerika, bahwa negara tersebut
dikenal sebagai langganan utama bagi dunia perusahaan sehingga
perusabaan-perusahaan dapat tumbuh berkembang dan sejumlah besar
pesanan berasal dari pemerintah. Hal itu seperti julukan yang sering
diucapkan khalayak ramai bahwa “Uncle Sam is number one
customer”. Di antara pelanggan yang banyak ﬁlenggunakan jasa
perusahaan swasta adalah Markas Besar Pertahanan Amerika Serikat
(Pentagon), NASA (National Aeronautic and Space Administration),
Komisi Tenaga Atom (Atomic Energy Commission) dan instansi lain.
Domhoff (1967:54-55) dalam analisis kekuasaan-kekuasaan di

Amerika mengedepankan pula peranan perusahaan-perusahaan raksasa
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tercatat 20 perusahaan puncak (The Top Twenty Industrials).
Pemerintah menggunakan jasa perusahaan- perusahaan antara lain
General Motors, Ford, General Electric, International Harvester,
Lockheed Aircraft Corporation, Standar Oil Companies, IBM, Union
Carbide, DuPont, Dow Chemical, MacDonnel-Douglas, Boeing,
Grumman Aircraft Enginering, General Dynamics, United Aircrafi,
North American Rockwell, Northrop, Martin Marietta, dan
perusahaan-perusahaan dalam skala kecil 3

Dalam menyusun program ekonomi yang sehat dan terus menerus,
Amerika mengakui adanya peranan terbatas yang layaknya dimainkan
pemerintah Amerika dalam sistem perekonomiannya.
. Pergeseran dari Ekonomi Nasional ke Ekonomi Dunia di Amerika
Serikat Sebagai Upaya Memajukan Sistem Ekonomi

Pada akhir tahun 1988 terlihat bahwa Amerika Serikat tidak dapat
terhindar dari gejolak perekonomian dunia. Negara yang dijadikan
model sistem ekonomi otonom (berdiri di atas kaki sendiri) atau
mampu mengelola dan memenuhi kebutuhan sendiri ini ternyata
menjadi goyah diterpa krisis ekonomi internasional. Sejak
pemerintahan Presiden Jimmy Carter, Amerika telah merasakan
memburuknya keadaan karena inflasi.

Pada tahun 1979 angka inflasi mendekati 14% dan pada tahun
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sekitar tahun 1982 dan sesudah itu mulai pulih kembali. Sejak tahun
1983 pertumbuhan ekonomi mulai meningkat meskipun masih
menempatkan Amerika Serikat dalam keadaan terlilit hutang untuk
beberapa tahun lamanya. Sampai negara Amerika memiliki hutang luar
negeri sekitar $2,6 trilyun.

Kegoncangan karena dampak krisis perekonomian dunia, pernah
dialami Amerika Serikat di tahun 1929. Kirisis itu telah berdampak
pada ekspor Amerika dan dunia kredit. Terutama dimulai dengan krisis
spekulasi. Bursa di New York atas nilai tukar dollar yang melonjak
tajam,pada tanggal 24 Oktober 1929 menurun drastis (pada waktu itu
dikenal sebagai Black Thursday. Kerugian terutama bagi spekulan
sampai jutaan dollar. *

Demikian pula perusahaan-perusahaan industri dan produksi
pertanian. Harga menjadi merosot, produksi dikurangi disertai
rasionalisasi para pekerja sehingga pengangguran menjadi meningkat.

Pergeseran dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia terjadi di
Amerika Serikat. Pergeseran itu dapat dilihat dari beberapa sebab dan
latar belakang, antara lain sebagai berikut:

a. Adanya saling Ketergantungan ekonomi antara Amerika Serikat
dengan negara-negara lain. Sebagian keuntungan perusahaan-
perusahaan Amerika dipero-leh dari ekspor dan penanaman modal

mereka di luar negeri. Khususnya hu-bungan dengan negara-negara
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berkem-bang antara tahun 1975-1980 ternyata telah meningkatkan
ekspor Amerika. Peningkatan ekspor ini akan menghidup-kan lagi
kegairahan berproduksi dan lapangan kerja. Kecuali itu keadaan
neraca perdagangan akan berpengaruh atas naik turun Pendapatan
Nasional Kotor (GNP) Amerika.

. Persaingan dalam perdagangan intenasio-nal telah mendorong
Amerika Serikat untuk meninjau kebijaksanaan dan sistem
produksi dalam negeri yang berlaku selama ini. Hal itn antara lain
menyangkut adanya pertumbuhan dan peningkatan kualitas barang
' dengan yang telah dihasilkan berbagai negara, misalnya Jepang
dan Jerman. Pemerintah federal harus meninjau kembali standar
kualitas barang ekspor dan kebijaksanaan tenaga kerja. Di tahun
1988 terjadi penolakan Eropa Barat akan pengiriman daging sapi
dari Amerika karena mengandung bahan penggemukan merupakan
satu contoh bagaimana makin selektifnya terhadap mutu produksi.
Hal-hal semacam itu akan mendorong peningkatan riset dan
pengembangan (Research & Development). Jika untuk beberapa
dasawarsa Amerika Serikat dikenal sebagai pengekspor bahan
pangan maka terjadi saingan keras dari negara-negara lain yang
selama ini telah mengalami surplus pangan. Demikian juga ekspor
komoditi non-migas, masalah tenaga kerja juga menjadi perbatian

di dalam sistem produksi Amerika dalam rangka meningkatkan
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c. Mendesaknya tekanan-tekanan dari luar negeri terhadap
kebijaksanaan Amerika yang dipandang proteksionis. Proteksionis
ini merupakan kerugian, mengingat Amerika Serikat adalah
penganjur prinsip-prinsip perdagangan bebas atau terbuka seperti
vang telah digariskan dalam Persetujuan Umum mengenai Tarif
dan Perdagangan atau GATT (General Arrangement Tariff and
Trade). Proteksionisme dapat mengakibatkan perang dagang.
Beberapa usulan rancangan yang proteksionisme mendapat reaksi
keras dari luar negeri. Misalnya dalam perdagangan tekstil. Di
tahun 1986.%

Melihat kondisi perdagangan serta perekonomian Amerika
Serikat diatas, dalam uraian politik perdagangan Amerika Serikat
dijelaskan tentang dampak pembatasan impor. Pembatasan impor
akan mengakibatkan:

1). Menaikkan biaya bahan-bahan utama yang dibutuhkan oleh
industri A.S.

2). Mengakibatkan pembalasan negara-negara lain, sehingga
ekspor barang-barang A.S. akan turun,

3). Merusak hubungan A.S. dengan Eropa Barat, Kanada, Jepang
dan negara-negara berkembang.

d. Pengaruh naik turun nilai mata uang dolar. Sekitar tahun 1977,
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mampu membiayai sebagian besar perdagangan internasional.
Defisit neraca perdagangan dan anggaran pemerintah pada masa
Reagan dipandang sebagai dampak jatuhnya nilai tukar dolar
Amerika dan menurunnya nilai saham pada tahun 1987 di berbagai
bursa efek dunta. Hal lain yang menjadi pemikiran jika nilai dolar
Amerika menjadi tinggi atau mahal maka barang-barang produksi
Amerika dalam hubungan perdagangan luar negeri kurang peminat.
Para konsumen akan memilih barang-barang produksi Eropa Barat
dan Jepang yang relatif lebih murah dengan kualitas baik. Dari
pihak Pemerintah Amerika, dengan kekuatan Federal Reserve
(Cadangan Federal yang disingkat Fed), masih diharapkan dapat
membantu menaikkan perekonomian dalam negeri dan dunia. Jika
terjadi kenaikan suku bunga antar bank yang dapat menggoyahkan
Wall Street, maka Fed akan memulihkan kembali dengan jalan
memompa dana ke pasar.

e. Pengaruh kerjasama ekonomi regional, perusahaan muitinasional,
asosiasi perda-gangan internasional, dan nasionalisme yang makin
kuat.

Melihat beberapa persoalan di atas, menunjukkan bahwa negara
amerika dalam mengupayakan sistem perekonomian yang baik dengan
peningkatan kerjasama internasional. Peningkatan kerjasama ini telah

memajukan perekonomian Amerika dan membantu menghapuskan
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telah dirintis sejak tahun 1945 antara lain melalui Konperensi Havana dan
Annecy. 4

Dengan munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru dari berbagai
penjurt  dunia, telah mendesak Amerika untuk mengubah sistem
kebijaksanaan ekonomi politiknya. Pola-pola keberhasilan Rencana
Pemulihan Eropa (menurut gagasan Secretary of State George Marshall
atau dikenal sebagai Marshall Plan) tahun 1947 tidak akan semudah itu
diterapkan untuk kondisi sek@g. Kerjasama dan bantuan Amerika
kepada negara-negara atau organisasi regional dewasa ini lebih
mempertimbangkan faktor-faktor yang majemuk. Hal itu mengingat
kondisi situast yang berbeda dan dapat berubah-ubah.

Sehubungan dengan bergesernya ekonomi nasional Amerika ke
ekonomi dunia, satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam pembahasan ini
adalah peranan perbankan dan keuangan. Sistem perbankan nasional
(National Banking System) Amerika mulai diwujudkan tahun 1863 dengan
ditetapkannya National Banking Act yang menyangkut masalah
pengeluaran uang kertas. Karena sistem perbankan yang ada kurang
memenuhi sasaran dan tidak memuaskan maka terjadi pembaruan serta
perubahan. Terlebih lagi pembaruan tersebut berkaitan dengan gagasan
Presidlen Woodrow Wilson supaya pemerintah ikut mengatur sistem

perbankan dan keuangan (mata vang).
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Wilson menegaskan agar perbankan dan keuangan tidak menjadi
alat penguasa atau majikan tetapi merupakan instrumen dalam sistem
perekonomian Amerika Serikat. Maka lahirlah Undang-Undang Cadangan
Federal (23 Desember 1913) yang meletakkan dasar bagi Federal
Reservebank System. Sistem ini merupakan keseluruhan atau kesatuan dari
kegiatan yang berhubungan dengannya.*

Untuk seluruh Amerika Serikat, Federal Reserve (dikenal dengan
singkatan Fed) dibagi menjadi 12 distrik Cadangan Regional Federal
(Reserve Bank). Bank Cadangan Federal melaksanakan pekerjaan yang
sudah digariskan oleh bank pusat dan bertindak sebagai wadah deposito
cadangan uvang kontan dari bank-bank yang bergabung dalam sistem
jaringan tersebut, meminjam-kan uang tunai cadangan simpanan kepada
bank-bank anggota, mengeluarkan uang kertas, berlaku sebagai kantor
kliring cek serta jasa-jasa lain yang menyangkut perbankan atau keuangan.
Seluruh Bank Cadangan Federal ada di bawah pengawasan Dewan
Cadangan Federal (Federal Reserve Board, dan di tahun 1935 dinamakan
Board of Governors of the Federal System) yang berkedudukan di
Washington. Fungsi dewan ini adalah menyelenggarakan sentralisasi

urusan keuangan dan mengusahakan stabilisasi masalah-masalah keuangan
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